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Pasal 95
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengembangan kelembagaan" adalah
meningkatkan ~ kemampuan  masyarakat dalam kelembagaan
pemanfaatan hutan, antara lain, melalui bimbingan, supervisi,
pendidikan dan latihan, serta penyuluhan.
Yang dimaksud dengan "pengembangan usaha" adalah meningkatkan
kemampuan masyarakat setempat dalam usaha pemanfaatan hutan,
antara lain, melalui bimbingan, supervisi, pendidikan dan latihan,
penyuluhan, akses terhadap pasar dan permodalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemanfaatan hasil hutan kayu mulai kegiatan penanaman,
pemeliharaan, dan pemanenan, serta pemasaran.
Pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan hanya
diizinkan memanfaatkan hasil hutan tanaman berkayu yang
merupakan hasil penanamannya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu”, antara lain, adalah
kesiapan daerah yang bersangkutan dari segi kelembagaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
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Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah

a. tata cara pemberian izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang
mencerminkan adanya keberpihakan kepada masyarakat setempat;

b. kriteria kelompok masyarakat yang mendapat izin pemanfaatan
hutan oleh bupati.

c. hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan
kemasyarakatan;

d. hapusnya izin dan perpanjangan izin pemanfaatan hutan
kemasyarakatan;

e. sanksi administratif pemegang izin pemanfaatan  hutan
kemasyarakatan; dan

f. standar dan kriteria akuntabilitas hutan kemasyarakatan.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerjasama antara
masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan atau

pemegang hak pengelolaan hutan, dengan prinsip kesetaraan dan
saling menguntungkan.

Ayat (2)
Termasuk dalam pemberian fasilitasi, antara lain, adalah membantu
menyelesaikan konflik dan membentuk kemitraan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak, lazim disebut
hutan rakyat.

Ayat (2)
Pemanfaatan hutan hak dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa
lingkungan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 101

Pemberian kompensasi, antara lain, dapat berupa prioritas program
pembangunan, melalui subsidi pinjaman lunak, kemudahan pelayanan, dan
pendampingan.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan status hutan hak menjadi kawasan hutan dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pemerintah.
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Pasal 103

Termasuk dalam pemberian fasilitas untuk pengembangan hutan hak, antara
lain, adalah dapat berupa pendampingan, bimbingan, pelatihan, penyuluhan,
penyediaan informasi, sosialisasi, bantuan permodalan dan kemudahan
pelayanan pemanfaatan hasil hutan hak, atau pemberian insentif lainnya.

Pasal 104
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "industri primer hasil hutan" adalah industri
hulu hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Yang dimaksud dengan "penggunaan bahan baku separa efisien"
adalah penggunaan bahan baku untuk meminimalkan limbah dan
menghasilkan produk bernilai tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109

Yang dimaksud dengan "kerjasama dengan pemegang hutan hak" adalah
pemegang izin industri dapat menampung bahan baku kayu dari kebun atau
tanah milik masyarakat, terutama masyarakat di sekitar industri.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)
Kewenangan bupati/walikota untuk menerbitkan tanda daftar industri
primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri
primer hasil hutan bukan kayu tetap tunduk kepada ketentuan tentang
bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan tertentu bagi penanaman modal.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Ayat (1)

Huruf a

Dalam izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan
kayu, antara lain, memuat keharusan menyusun dan
melaporkan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI)
setiap tahun, secara benar dan lengkap,

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

RPBBI merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku,
yang wajib disusun dan disampaikan oleh pemegang izin usaha
industri yang mengolah langsung hasil hutan kayu dan bukan
kayu.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan "mempekerjakan" adalah jika suatu
industri tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil
hutan yang bersetifikat, dapat bekerja sama dengan industri lain
yang memiliki tenaga tersebut, dengan cara mempekerjakan
dalam industrinya.

Huruf
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 116
Huruf a

Yang dimaksud dengan "perluasan industri" adalah meliputi kegiatan
menambah jenis produk dan kapasitas diatas 30% (tiga puluh
perseratus) dari izin yang dimiliki.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan, antara lain, meliputi
kegiatan menatausahakan rencana produksi, memanen atau menebang,

menandai, mengukur dan menguji, mengangkut/mengedarkan, serta
menimbun, mengolah, dan menyampaikan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 118
Ayat (1)
Termasuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak, antara lain, meliputi
kayu-kayu yang berasal dari tanah yang dibebani hak atas tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 119

Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada
setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik,
harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan
tempat yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan (pada waktu dan
tempat yang berbeda), Surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu
melekat dalam proses pengangkuan, penguasaan, dan pemilikan.

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengukuran dan pengujian hasil hutan dilaksanakan oleh tenaga
teknis pengukuran dan pengujian dengan maksud diperoleh hasil yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis kehutanan.
Pasal 121
Ayat (1)
Pemasaran hasil hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku industri dan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan lestari.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

www.aphi-net.com



this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Cukup jelas.

Ayat (1)

Kebijakan tersebut meliputi pengaturan atau penetapan pedoman
dalam kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
serta pemanfaatan hutan.

Kebijakan yang dimaksud meliputi penyusunan maupun
pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 124

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dengan kinerja
pengelolaan hutan yang diukur dengan kriteria dan indikator
pengelolaan hutan lestari yang dibuktikan dengan sertifikat pengelolaan
hutan lestari oleh Menteri, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan
oleh lembaga penilai independen.

Ayat (4)

Yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah kriteria dan
standar tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta
pemanfaatan hutan.
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Pasal 126

Cukup jelas.
Pasal 127

Cukup jelas.
Pasal 128

Pengenaan sanksi didasarkan pada bobot pelanggarannya. Pelanggaran
yang termasuk kategori berat, dikenakan sanksi pencabutan; kategor
ringan, dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan kategori lebih
ringan, dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan/atau penghentian
pelayanan administrasi.

Untuk mewujudkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB),
khususnya untuk pelanggaran kategori berat dengan sanksi pencabutan,
sebelum dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu wajib diberikan
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pemenuhan atas pengenaan sanksi tidak meniadakan kewajiban pemegang
izin untuk membayar kewajiban pungutan di bidang kehutanan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.



Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.
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Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Termasuk dalam kebijakan atau progam sebelumnya yang telah
dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, antara lain,
adalah social forestry.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 141
Penetapan KPH oleh Menteri ditindaklanjuti dengan pembangunan
kelembagaan KPH.

Menteri menetapkan prioritas pembangunan kelembagaan KPH sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi pengelolaan hutan.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.
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